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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang 

Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami selesaikan.  

Perubahan Renja Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana jangka pendek 

Sekretariat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2022 

karena berisi program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan mendukung tercapainya Visi 

dan Misi Kota Bontang. Renja Sekretariat Daerah juga akan bermanfaat sebagai alat ukur 

tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah baik secara interim maupun secara 

komprehensif karena akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas kinerja 

yang telah dicapai.  

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-

kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Renja Sekretariat Daerah 

dimasa yang akan datang. 

Semoga Renja Sekretariat Daerah menjadi acuan utama dalam menentukan 

program, kegiatan dan pagu anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 

 

 

     Bontang,     Juli  2022 
 

Sekretaris Daerah 
 

 
Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT 

     NIP. 19651022 199203 2 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

  Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) 

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat 

Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja 

Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II. 

  Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Bontang terdiri atas: 

1. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. 

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:  

I. Pendahuluan  

II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan  

II. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  

III. Penutup 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Bontang Tahun 2023 adalah : 

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Peresidan Republik Indonesi Nomor 59 tahun 17 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan peraturan Daerah Tentan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daeah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 90 Tahun 2019. 

Tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Prencenaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005-2025; 

14. Peratura Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembanguna Jangkah Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 55 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud 

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan 

perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Bontang 

dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan 

II 

Tujuan 

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat 

Daerah Kota Bontang tahun 2021 dapat dicapai. 

14. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I  Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematik Penulisan 

 BAB II  EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

  2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan  

        Triwulan II Tahun 2022 

  2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

  2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah  

 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Sasaran dan Prioritas Rencana Kerja Tahun 2022 

3.2 Perubahan Rencana dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2022 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

 
EVALUASI PELAKSANAAN  

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN II 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 

 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Bontang 

Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dimana Sekretariat Daerah 

merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas dan 

Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi 

Daerah; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah 

Kota Bontang sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2022, dapat di 

sampaiakan sebagai berikut : 
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No. Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output)

K  Rp K Rp

1 2 3 4 15

Nilai IKM Perangkat Daerah B (85,50)     118.909.982.897          115.222.968.511           99.388.307.582             9.586.936.014           9.586.936.014 

Presentase layanan penunjang 

urusan pemerintah daerah
100                             - 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 

dan laporan
6           148.500.000                120.651.700               409.060.000                             - 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan 

laporan
2           148.500.000 4                120.651.700 3 Dokumen               409.060.000                             -                120.651.700 0,8

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai yang 

mendapatkan layanan administrasi 

keuangan

250      22.478.090.749            19.773.832.770           20.383.674.816             3.578.736.771            6.798.836.469         10.377.573.240           30.151.406.010 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN
Jumlah PNS 140      22.478.090.749         120            19.773.832.770 244 orang           20.383.674.816 244             3.578.736.771    224            6.798.836.469          224         10.377.573.240           30.151.406.010 1,34

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan layanan administrasi 

kepegawaian

          267.000.000                585.018.000               330.740.000                               -               149.150.000             149.150.000                734.168.000 

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan 270           117.000.000         612                553.678.000 70 stel               150.000.000                             -                553.678.000 4,73

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan teknis/ 

fungsional

10           150.000.000            7                  31.340.000 29 orang               180.740.000      25               149.150.000            25             149.150.000                180.490.000 1,20

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah kegiatan sosialiasi yang 

difasilitasi
                            -                                - 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah layanan administrasi 

umum
50        7.514.847.037              7.231.782.958            6.192.151.313               392.664.115            1.136.783.968           1.529.448.083             8.761.231.041 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik 39           140.000.000 20                  68.754.950 
32 jenis

                69.587.180                             -                 68.754.950 0,49

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah  jenis peralatan dan 

perlengkapan kantor yang disediakan
33        1.550.618.323 48              4.809.571.150 38 jenis               931.426.071        1                 10.000.000             1               10.000.000             4.819.571.150 3,11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis logistik yang disediakan 37           203.498.194 9                145.298.800 
25 jenis

              145.479.514                             -                145.298.800 0,71

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tingkat Pemenuhan layanan 

Administrasi Umum
22           120.898.020 8                205.816.325 11 jenis               122.836.048                             -                205.816.325 1,70

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 3           400.000.000 3 Jenis               440.375.000        1               143.712.500             1             143.712.500                143.712.500 0
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat koordinasi dan 

konsultasi yang dilaksanakan
835        5.099.832.500         975              2.002.341.733 350 kali            4.482.447.500 80               392.664.115    150               983.071.468          230           1.375.735.583             3.378.077.316 0,66

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah sekretariat DaerahKota Bontang

Triwulan II tahun 2022

Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2021-2026 

(Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah)

 Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun  Lalu 

(2021-2026) 

 Target Kinerja dan Anggaran  

Renja Perangkat Daerah Tahun 

berjalan yang dievaluasi (2022) 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV

Realisasi capaian Kinerja 

dan Anggaran  Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

berjalan yang dievaluasi 

(2022)

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2021-2026 

(Akhir Tahun Pelaksanaan 

Renja Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja 

Dan Realisasi Anggaran 

Renstra Perangkat Daerah 

s/d Tahun 2022                                             

(%)

Unit 

Perangkat 

Daerah 

Penanggun

g Jawab

K  Rp  K  Rp  K  Rp K Rp K RpK Rp

12=8+9+10+11 13 = 6+12 14=13/5x100%

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

5 6 7 8 9

I II
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Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Jenis Pengadaan Barang 

Milik Daerah
18           257.500.000                823.694.100               507.830.273                               -               117.389.826             117.389.826                941.083.926 

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan                             -                                - 

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                           -            4                250.100.000                               -                             -                250.100.000 

Pengadaan Mebel Jumlah jenis Meubelair 15           257.500.000            3                573.594.100 18 jenis               507.830.273        1               117.389.826             1             117.389.826                690.983.926 2,68

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

8      29.178.562.650            25.756.538.616           24.883.310.208             2.698.911.999            8.179.734.748         10.878.646.747           36.635.185.363 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 17              2.922.424 10                      419.000 10 Paket                  2.295.000                             -                      419.000 0,14

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah gedung yang difasilitasi 

layanan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

1        5.592.557.512 8              4.465.215.265 1 Tahun            4.718.200.000 1             1.183.656.517        1            1.161.703.251             2           2.345.359.768             6.810.575.033 1,2

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah tenaga kebersihan, keamanan 

dan Tenaga Non PNS
297      23.583.082.714         297            21.290.904.351 297 Orang           20.162.815.208 297             1.515.255.482    297            7.018.031.497          594           8.533.286.979           29.824.191.330 1,3

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Jenis Barang yang Milik 

Daerah yang di Pelihara
60        5.380.421.055              5.353.744.791            3.268.805.189               281.327.910               282.013.270             563.341.180             5.917.085.971 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan 

pemeliharaan
2           770.298.927            2                357.763.190 

2 Unit
              597.067.999 2               117.885.500        2                 72.080.000             4             189.965.500                547.728.690 0,71

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas/operasional 

yang memenuhi perizinan
160        1.722.967.131                962.819.146 

155 Unit
           1.212.687.190               163.442.410      35               132.806.000            35             296.248.410             1.259.067.556 0,73

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

yang dipelihara
16        1.603.820.582          10              1.536.389.657 10 Jenis               917.720.000        2                 77.127.270             2               77.127.270             1.613.516.927 1,01

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jenis peralatan gedung kantor 

yang dipelihara
15        1.283.334.416            2              2.496.772.798 2 Jenis               541.330.000                             -             2.496.772.798 1,95

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah KDH/WKDH yang 

mendapatkan layanan administrasi 

keuangan

2        1.257.100.785                864.022.674               931.709.094               184.816.667               195.796.097             380.612.764             1.244.635.438 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Gaji Kepala Daerah dan wakil 12        1.048.265.235          12                700.366.874 12 Bulan               773.709.094 3               184.816.667        3               195.796.097             6             380.612.764             1.080.979.638 1,03

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut Kelengkapan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 14           208.835.550          14                163.655.800 20 Stel               158.000.000                             -                163.655.800 0,78

Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Jumlah Fasilitasi 

Kerumahtanggaan Sekretariat 

Daerah

30        3.519.810.927              3.330.617.770            2.385.081.885                 39.600.000                 76.394.000             115.994.000             3.446.611.770 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala Daerah

Jumlah jenis pengadaan peralatan 

rumah jabatan
25        1.919.597.251          35              1.878.044.490 15 Jenis            1.406.965.086                 39.600.000        1                 76.394.000             115.994.000             1.994.038.490 1,04

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah jenis pengadaan peralatan 

rumah jabatan
24        1.600.213.676          25              1.452.573.280 15 Jenis               978.116.799                             -             1.452.573.280 0,91

Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Jumlah Fasilitasi Kegiatan 

Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

776        3.343.108.588              3.820.620.736            3.591.613.010               309.627.221               800.530.590           1.110.157.811             4.930.778.547 
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Fasilitasi Keprotokolan

Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dengan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah lainnya

330        2.000.000.000         145              2.393.085.554 290 Kegiatan            2.325.218.513 35               255.847.221               664.404.810            35             920.252.031             3.313.337.585 1,66

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah pertemuan antara pimpinan / 

wakil pimpinan daerah dengan unsur-

unsur pimpinan daerah, stakeholders 

dan masyarakat

1           443.108.588            6                332.032.182 6 Kegiatan               431.974.497 1                 17.380.000         1                 19.866.780             2               37.246.780                369.278.962 0,83

Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

Jumlah kegiatan Kepala daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang 

didokumentasikan

520           900.000.000            3              1.095.503.000 480 Kegiatan               834.420.000 1                 36.400.000         2               116.259.000             3             152.659.000             1.248.162.000 1,39

Penataan Organisasi
Jumlah kegiatan penataan 

organisasi
13           803.196.709                394.628.950               516.405.650                             -                394.628.950 

Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah kegiatan pengelolaan 

kelembagaan dan anjab
6           210.124.736 6                  71.863.450 

6 Kegiatan
              120.139.500                             -                 71.863.450 0,34

Fasilitasi Pelayanan Publik dan 

Tata Laksana

Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan 

publik dan tatalaksana
4           354.755.617 4                205.712.500 

4 Kegiatan
              260.008.000                             -                205.712.500 0,58

Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah kegiatan peningkatan kinerja 

dan reformasi birokrasi
3           238.316.356 3                117.053.000 

3 Kegiatan
              136.258.150                             -                117.053.000 0,49

Persentase implementasi 

kebijakan bidang pemerintahan
100

Persentase implementasi 

kebijakan bidang kesejahteraan 

rakyat

100

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Jumlah Kebijakan Tata 

Pemerintahan
       2.163.864.990              1.114.963.140               762.762.608                 30.000.000                 53.375.000               83.375.000 

Penataan Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah kegiatan monitoring dan 

evaluasi penataan administrasi 

pemerintahan

2           420.426.939 2                108.166.300 
2 Kegiatan

              156.457.000 2                  5.679.000 2                 5.679.000                113.845.300 0,27

Fasilitasi Administri kewilayahan 2            2 2 kegiatan

Pelaksanaan rangkaian perayaan 

HUT RI, HUT Prov insi, HUT OTDA 

dan HUT Kota

4            4 4 Kegiatan         2             2 

Bimtek/Sosialisasi Peraturan 

Pemerintah
40          50 40 Orang

Dokumen LPPD yang disusun 1            1 1 Dokumen         1             1 

Dokumen SPM yang di susun 1            1 1 Dokumen         1             1 

Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Implementasi Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat
5      37.901.500.203            42.822.179.466           31.456.775.371             1.985.948.731            5.565.378.144           7.551.326.875           50.373.506.341 

Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar 

keagamaan
10

10 Kegiatan
        3             3 

Jumlah kegiatan Keagamaan 5 5 Kegiatan         1             1 

Jumlah Operasional Rumah Ibadah 

yang difasilitasi
286

Jumlah penggiat agama yang 

difasilitasi
2223 2223 Orang 2223   2.223       2.223 

PROGRAM PEMERINTAHAN 

DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

     43.100.637.621 

0,73

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 

Daerah
          448.284.354                  78.142.100               162.139.193                 30.000.000               62.439.000                140.581.100 0,31

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan
       1.295.153.697                928.654.740               444.166.415               15.257.000                943.911.740 

          7.263.568.177           43.557.040.079 1,4
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual
     31.201.226.914      2.223            36.293.471.902           25.203.872.427             1.885.938.731 

                15.257.000 

           5.377.629.446 

                32.439.000 
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Jumlah kegiatan kesmas 3 3 kegiatan         1             1 

Jumlah Komisioner dan Administrasi 

BAZ
6 6 Orang 6         6            12 

Jumlah pembinaan UKS 60 40 Sekolah

Jumlah Penerima Beasiswa 500 536 500 Orang

Jumlah Penerima Hibah 25 25
25 Penerima 

hibah

Jumlah Sewa Asrama 12 11 12 Asrama 1         2             3 

Fasilitasi dan Koordinasi 

Hukum

Jumlah kebijakan prodak hukum 

yang diharmonisasi
50        2.041.058.805              1.137.913.106            1.169.630.000                               -               128.331.478             128.331.478             1.266.244.584 

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan 

Produk Hukum Daerah
65

 

32  Perwali 

dan

4 Perda

Jumlah Produk Hukum Daerah yang 

dievaluasi
20

Jumlah Rancangan produk hukum 

daerah yang diharmonisasi dan 

difasilitasi

35

Jumlah Penanganan perkara perdata, 

TUN dan Pidana Khusus
10         1             1 

Laporan Aksi HAM dan Peduli HAM 2

Pendokumentasian Produk 

Hukum dan Pengelolaan Informasi 

Hukum

Jumlah produk hukum daerah yang 

terdokumentasi dan terpublikasi tahun 

2019 dan tahun 2020

75           191.927.683          68                  20.515.000 75 Buku                 20.850.000                               -                             -                 20.515.000 0,11

Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah kerja sama daerah 10           994.213.623                469.675.822            1.417.515.406                 80.000.000               344.275.800             424.275.800 

Fasilitasi Kerja Sama Dalam 

Negeri
Jumlah kegiatan APEKSI 5           564.518.060            5                120.357.430 5 Kali            1.267.515.406                 80.000.000         3               327.335.800             3             407.335.800                527.693.230 0,93

Evaluasi Pelaksanaan Kerja 

Sama
Jumlah kerjasama pembangunan 10           429.695.563          10                349.318.392 

10 MOU dan 

PKS
              150.000.000       10                 16.940.000            10               16.940.000                366.258.392 0,85

Presentase peningkatan 

implementasi  kebijakan bidang 

perekonomian

100

Presentase peningkatan 

implementasi  kebijakan bidang 

pembangunan

100

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Jumlah kebijakan yang 

dikoordinasikan dan dilaksanakan
3           480.470.021                363.721.037               417.351.200                   5.302.600               157.379.600             162.682.200 

Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Jumlah pengendalian perekonomian 

yang dilaksanakan
4           102.440.240 4                  60.247.100 

4 Kegiatan
              134.392.564                   2.101.200         3                 24.177.200             3               26.278.400                 86.525.500 0,84

Perencanaan dan Pengawasan 

Ekonomi Mikro kecil

Jmlah kebijkan ekonomi mikro yang 

ditetapkan
1           142.349.200 1                  29.997.696                             -                 29.997.696 0,21

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pendirian 

BUMD

Jumlah pengawasan dan pengelolaan 

terhadap BUMD
3           235.680.581 12                273.476.241 9 Kegiatan               282.958.636                   3.201.400         4               133.202.400             4             136.403.800                409.880.041 1,74

            187.697.915             6.410.460.304 1,05              123.587.915 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial

          595.320.243          40                305.945.175               526.402.933             100.060.783                406.005.958 0,68

              945.000.000               82.749.478                828.552.584 0,61

PROGRAM PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN
       1.661.206.776 

              45.582.000                417.177.000 0,85

                82.749.478 

                64.160.783                 35.900.000 

Fasilitasi Bantuan Hukum        1.357.082.044            3                745.803.106 3 Perkara

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Daerah
          492.049.078          84                371.595.000               203.780.000 

 9 

perwali 
                45.582.000 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat

       6.104.953.046              6.222.762.389            5.726.500.011                 64.110.000 
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Pemantauan Kebijakan 

Sumber Daya Alam

Jumlah Penyusunan dan 

Pemantauan Kebijakan dibidang 

SDA

3           328.156.276                  69.890.573               205.998.045                               -                               -                             -                 69.890.573 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, dan 

Perikanan

Jumlah kegiatan koordinasi 

sinkronisasi dan evaluasi kebijakan, 

kehutanan, kelautan dan perikanan

14            87.603.622 4                  20.652.007 
4 laporan

                38.137.500                             -                 20.652.007 0,24

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Pertambangan 

dan Lingkungan Hidup

Jumlahkegiatan koordinasi, 

sinkronisasi dan evaluasi kebijakan 

pertambangan dan lingkungan hidup

14           103.702.654 4                  44.045.816 4 Laporan                 60.760.545                             -                 44.045.816 0,42

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah  kegiatan, sinkronisasi dan 

evaluasi kebijakan energi dan air
14           136.850.000 4                    5.192.750 4 Laporan               107.100.000                             -                   5.192.750 0,04

Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Jumlah Implementasi Program 

Prioritas Pembangunan
16           387.464.717                471.709.300               224.511.496                               -                               -                             -                471.709.300 

Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan
Jumlah Program yang dikoordinasikan 16           134.300.596 6                318.139.800 

1 Program
                79.625.497                             -                318.139.800 2,37

Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

Jumlah Laporan hasil pengendalian 

evaluasi
4           128.843.900 4                  56.640.000 

 

4 Kegiatan
                62.651.999                             -                 56.640.000 0,44

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan Pembangunan
4           124.320.221 4                  96.929.500 4 Dokumen                 82.234.000                             -                 96.929.500 0,78

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Jumlah layanan pengadaan barang 

dan jasa
4           465.115.762                717.763.002               333.382.018                               -                 59.448.462               59.448.462                777.211.464 

Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah paket pengadaan barang dan 

jasa
200           242.637.504 12                539.532.150 5 Kegiatan               218.614.587         5                 13.551.500             5               13.551.500                553.083.650 2,28

Pengelolaan Layanan Pengadaan 

secara Elektronik

Jumlah data paket pengadaan melalui 

layanan pengadaan secara elektronik
950           119.328.776 200                  87.976.352 

200 Paket
                89.032.313      180                 41.771.962          180               41.771.962                129.748.314 1,09

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa
6           103.149.482 2                  90.254.500 2 Kegiatan                 25.735.118         2                  4.125.000             2                 4.125.000                 94.379.500 0,91
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 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat 

Daerah sampai dengan dengan Triwulan II 2021 dapat di jelaskan secara berikut:  

a. Dari 52 Sub kegiatan, sebanyak 1 kegiatan yang telah selesai 

dilaksanakan, yaitu :  

 

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 

b. Terdapat 55 kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan akhir triwulan 

II yaitu :  

 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

8. Fasilitas Kunjungan Tamu 

9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

12. Pengadaan Mebel 

13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

20. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

21. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 

22. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 
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23. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 

24. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

25. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

26. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

27. Fasilitasi Keprotokolan 

28. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 

29. Pendokumentasian Tugas Pimpinan 

30. Penataan Administrasi Pemerintahan 

31. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 

32. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 

33. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 

34. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial 

35. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat 

36. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 

37. Fasilitasi Bantuan Hukum 

38. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 

39. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 

40. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 

41. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 

42. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD 

43. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 

44. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 

45. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

46. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

47. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 

48. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

49. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 

50. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup 

51. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 
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Kegiatan – kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan III dan IV. 

c. Sedangkan 51 kegiatan yang tersisa telah berjalan sesuai  dengan target 

periodiknya. 

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian 

terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang 

dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat Daerah 

Kota Bontang, standar pelayanan minimal/standar nasional tidak ditetapkan. 

Oleh karena itu analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang 

tidak disajikan. 

 
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

SEKRETARIAT DAERAH 

 Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis  Sekretariat 

Daerah tahun 2021-2026, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah 

organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada 

seluruh steakholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. 

Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah 

peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah juga menghadapi 

berbagai permasalahan baik secara internal mapun eksternal sesuai 

kewenangannya. 

Dalam suatu perencanaan strartegis mengetahui isu strategis 

merupakan suatu hal pokok, karena dengan terindentifikasinya isu strategis 

secara benar dan tepat, dapat menentukan strategi atau kebijakan yang akan 

diambil dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Isu-isu strategis bersifat 

kompleks diantara berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Diantara nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi kemampuan organisasi 

mencapai sasaran masa depan yang diinginkan. 

Isu-isu strategis Sekretariat Daerah mencakup beberapa hal berikut; 

a. Meningkatkan aparatur Sekretariat Daerah yang profesional, disiplin dan 

penuh tanggung jawab; 

b. Mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan 

penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel; 

c. Meningkatkan system informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat Daerah; 
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d. Mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan yang berpihak kepada masyarakat; 

e. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan 

kegiatan internal Sekretariat Daerah dan kebutuhan masyarakat secara 

luas. 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  SEKRETARIAT 

DAERAH 
 
 
3.1    SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2022 

 
           Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah untuk   

tahun 2021 – 2026 mempunyai 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya  Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah 

2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah 

 

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

3. Program Perekonomian dan Pembangunan  

 

3.2 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT 

DAERAH TAHUN 2022 

 

Program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kota 

Bontang untuk Renja Perubahan  tahun 2022 yaitu 3 Program dengan jumlah 

19 kegiatan  dan 53 sub kegiatan pada perubahan renja, pagu anggaran 

sekretariat daerah setelah perubahan sebesar  : Rp 115.367.207.582,00  

 
 Perubahan Renja Sekretariat Daerah 2022 selengkapnya dapat di lihat 

dalam tabel sebagai berikut : 
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Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Keterangan 

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 1 SEKRETARIAT DAERAH 0

4 1 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan 

reformasi birokrasi
 (85,00 ; 

100) 

B 

& Persen
63.400.381.438    

 

(85,0

0 ; 

B 

& Persen
73.344.281.438           

4 1 1 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan                   409.060.000                          409.060.000 

4 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan 3 Dokumen                   409.060.000 5 Dokumen                          409.060.000 
0

4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi 

keuangan
              20.383.674.816                      22.883.674.816 

4 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan

Tunjangan ASN
244 orang               20.383.674.816 244  Orang/Bulan 22.883.674.816 2.500.000.000                            

4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi 

kepegawaian
                  330.740.000                          330.740.000 

4 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut

Kelengkapan
70 stel                   150.000.000 3 Paket                          150.000.000 

0

4 1 1 2.05 9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
29  orang                   180.740.000 28 Orang                          180.740.000 

0

4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum                6.192.151.313                       6.935.291.313 

4 1 1 2.06 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan
32  jenis                     69.587.180 2 Paket                            69.587.180 

0

4 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan
38 jenis                   931.426.071 28 Paket 1.674.566.071 743.140.000                               

4 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
25 

jenis                   145.479.514 18 Paket                          145.479.514 
0

4 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tingkat Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan
11 jenis                   122.836.048 3 Paket                          122.836.048 

0

4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3  Jenis                   440.375.000 12 Laporan                          440.375.000 
0

4 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
350 kali                4.482.447.500 12 Laporan                       4.482.447.500 

0

4 1 1 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah                   507.830.273                       4.707.830.273 

4 1 1 2.07 1
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang Disediakan
Unit 3 Unit 4.000.000.000 4.000.000.000                            

4 1 1 2.07 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan
Unit 4 Unit

4 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 18 Jenis                   507.830.273 1321 Unit 707.830.273 200.000.000                               

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
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4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               24.883.310.208 20                      26.183.310.208 

4 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan  Jasa Surat Menyurat 10 Paket                      2.295.000 10 Laporan                             2.295.000 
0

4 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan
1 Tahun                4.718.200.000 12 Laporan 5.218.200.000 500.000.000                               

4 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan
297 Orang               20.162.815.208 12 Laporan 20.962.815.208 800.000.000                               

4 1 1 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara 3.268.805.189      3.268.805.189             

4 1 1 2.09 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 
Unit                   597.067.999 2 Unit                          597.067.999 

0

4 1 1 2.09 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 155 
Unit                1.212.687.190 115 Unit                       1.212.687.190 

0

4 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   yang

Dipelihara
10 Jenis                   917.720.000 35 Unit                          917.720.000 

0

4 1 1 2.09 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi
2  Jenis                   541.330.000 4 Unit                          541.330.000 

0

4 1 1 2.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi 

keuangan
                  931.709.094                          932.469.094 

4 1 1 2.11 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala 

Daerah dan Wakil  Kepala Daerah
12 Bulan                   773.709.094 2  Orang/Bulan 774.469.094 760.000                                     

4 1 1 2.11 2
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan  Atribut Kelengkapan  Kepala  

Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah yang Disediakan
20 Stel                   158.000.000 2  Paket                          158.000.000 

0

4 1 1 2.11 3
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah
4  Orang 21.100.000 21.100.000                                

4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                2.385.081.885                       3.585.081.885 

4 1 1 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah yang Disediakan
15  Jenis                1.406.965.086 33  Paket 2.306.965.086 900.000.000                               

4 1 1 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

Kepala Daerah yang Disediakan
15 Jenis                   978.116.799 23  Paket 1.278.116.799 300.000.000                               

4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Jumlah kegiatan penataan organisasi                   516.405.650                          516.405.650 

4 1 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan
6 Kegiatan                   120.139.500 6 Dokumen                          120.139.500 

0

4 1 1 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana
4 Kegiatan                   260.008.000 3 Laporan                          260.008.000 

0

4 1 1 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah   Dokumen   Peningkatan   Kinerja   dan Reformasi 

Birokrasi
3  Kegiatan                   136.258.150 3 Dokumen                          136.258.150 

0
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4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                3.591.613.010                       3.591.613.010 

4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 290 Kegiatan                2.325.218.513 12 Laporan                       2.325.218.513 
0

4 1 1 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 6 Kegiatan                   431.974.497 6 Laporan                          431.974.497 
0

4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 480 Kegiatan                   834.420.000 12 Laporan                          834.420.000 
0

4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan ; 

Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan 
100 Persen               34.806.683.385 100 Persen                      40.841.683.385 

4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan                   762.762.608                       1.562.762.608 

4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
2

 Kegiatan                   156.457.000 2 Dokumen                          156.457.000 
0

4 1 2 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5  Kegiatan                   444.166.415 5 Dokumen 1.244.166.415 800.000.000                               

4 1 2 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Kegiatan                   162.139.193 2 Dokumen                          162.139.193 
0

4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat               31.456.775.371                      36.691.775.371 

4 1 2 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah  Dokumen  Hasil  Fasilitasi  Pengelolaan

Bina Mental Spiritual

10, 5 dan 

2223

Kegiatan, 

Kegiatan dan 

Orang

              25.203.872.427 3  Dokumen 28.938.872.427                     3.735.000.000                            

4 1 2 2.02 2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja Terkait  Kesejahteraan  Sosial yang Meliputi Urusan 

Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan KB (UKS, Komisioner BAZ)

3, 6 dan 

40

kegiatan, 

Orang dan 

Sekolah

                  526.402.933 4 Dokumen                          526.402.933 

0

4 1 2 2.02 3
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja Terkait  Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, 

Kebudayaan, Perpustakaan,  Kearsipan, Trantibum Linmas 

(Beasiswa, Penerima Hibah dan Sewa Asrama)

12 , 500 

dan 25 

Asrama, 

Orang dan 

Penerima 

Hibah

               5.726.500.011 3 Dokumen 7.226.500.011                      1.500.000.000                            

4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah kebijakan prodak hukum yang diharmonisasi                1.169.630.000                       1.169.630.000 

4 1 2 2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun  32 dan 4 
Perwali dan 

Perda
                  203.780.000 45 Dokumen                          203.780.000 

0

4 1 2 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3  Perkara                   945.000.000 6 Kasus                          945.000.000 

0

4 1 2 2.03 3
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang 

Didokumentasi
75 Buku                     20.850.000 76 Dokumen                            20.850.000 

0

4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah kerja sama daerah                1.417.515.406                       1.417.515.406 

4 1 2 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 5 Kali                1.267.515.406 5 Dokumen                       1.267.515.406 
0

4 1 2 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10
 MOU dan 

PKS
                  150.000.000 10 Laporan                          150.000.000 

0
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4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian ; 

Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan
100 Persen 1.181.242.759      100 Persen 1.181.242.759             

4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan                   417.351.200                          417.351.200 

4 1 3 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian
4  Kegiatan                   134.392.564 4 Laporan                          134.392.564 

0

4 1 3 2.01 5
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian 

BUMD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pendirian BUMD

9
Kegiatan                   282.958.636 9 Dokumen                          282.958.636 

0

4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan                   224.511.496                          224.511.496 

4 1 3 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Jumlah  Dokumen  Hasil  Fasilitasi  Penyusunan Program 

Pembangunan Daerah

1 
Program                     79.625.497 1 Dokumen                            79.625.497 

0

4 1 3 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan
4 Kegiatan                     62.651.999 4 Laporan                            62.651.999 

0

4 1 3 2.02 3
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen                     82.234.000 4 Laporan                            82.234.000 

0

4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa                   333.382.018                          333.382.018 

4 1 3 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa
5 Kegiatan                   218.614.587 6 Dokumen                          218.614.587 0

4 1 3 2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 200 Paket                     89.032.313 200 Dokumen                            89.032.313 
0

4 1 3 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah  Orang  yang  Mengikuti  Pembinaan  dan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2 Kegiatan                     25.735.118 200 Orang                            25.735.118 

0

4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA                   205.998.045                          205.998.045 

4 1 3 2.04 1
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan  Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,  KUKM, Penanaman 

Modal, Tenaga Kerja

4 laporan                     38.137.500 4 Dokumen                            38.137.500 

0

4 1 3 2.04 2
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, 

Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

4 Laporan                     60.760.545 5 Dokumen                            60.760.545 

0

4 1 3 2.04 3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan 

Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  

Permukiman, Pertanahan

4 Laporan                   107.100.000 4 Dokumen                          107.100.000 

0
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BAB V 
P E N U T U P 

 

 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai bentuk perencanaan 

pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam menganalisis berbagai 

persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai wujud 

tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi berbagai kebutuhan masyarakat yang 

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.  

 

Sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Bontang, Rencana Kerja 

Perubahan Sekretariat Daerah merupakan salah satu pendukung dalam 

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-

undangan sehingga mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak ke 

masyarakat. 

 

Output Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah 

Program Tahunan Sekretariat Daerah yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi 

serta sasaran program Sekretariat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan 

misi Kota Bontang. 

 

Rencana Kerja Perubahan ini juga memberikan umpan balik yang sangat 

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa 

mendatang oleh segenap manajemen dan staf Sekretariat Daerah Kota Bontang 

sehingga akan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. 

 

Walaupun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2022 ini 

masih relatif jauh dari sempurna, diharapkan substansi yang dibutuhkan dapat 

terpenuhi dengan optimal. Diharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan yang 

akan datang.   

       

 


